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Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Belu
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum  (Lembaran Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belu Nomor 66)
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua  Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Belu
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum  (Lembaran Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belu Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BELU

dan
BUPATI BELU

3
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Beberapa ketentuan dalam Perat
Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang
(Lembaran Daerah Kabupaten E

09, Tambahan Lembaran Mﬂl

66) yang telah beberapa u
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Peraturan Daerah Kabunates
2011 tentang W
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;:""b"“" Lembaran [
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b. Nomor 2 Tahun 20!7
Peraturan Dlﬂ"lh
2011 tepn
Dacrah Kaby ST

paten &
Tam
] 'nf,b‘h‘n M

diu :)‘-h sel ¢ | 2l ‘-"lci:
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Belu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Belu.

3. Bupati adalah Bupati Belu.

4. Perangkat daerah yang berwenang adalah Dinas
Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas
Perhubungan, Dinas Perdagangan dan
Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

S. Retribusi daerah, yang selanjutny:
retribusi adalah ,

tertentu yang khusus dis
diberikan oleh Pemermtah,,
kepentingan orang pribadi atau
6. Subjek retribusi daerah adam
Badan yang menggunakan dan
pelayanan yang disediakan
i Objek retribusi adala]; m r dis
Pemerintah Daerahf,g m,jr ey
8. Wajib retribusi ada B
yang diwajibkan u
retribusi daaerak;,d ‘
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10.

L5 2

L

13.

14,

adalah sekumpulan
gﬁf yang merupakan Kkesatu
melakukan usaha maupun yang t
usaha yang mf:hputl per:
perseroan komanditer, perseroan
usaha milik negara (BUMN) a
milik daerah (BUMD) dengan
bentuk apapun, firma, ko_'.‘_._‘
pensiun, persekutuan, “perkum,
organisasi masa, organisasi
organisasi lainnya, lemba‘rg’a-“
lainnya termasuk kontrak in €
bentuk usaha tetap. "

Jasa adalah kegiatan Peme
usaha dan pelayanan yang n
fasilitas, atau kemanfaa:
dinikmati oleh orang prib

Jasa Pelayanan adalah
oleh pelaksana pelas
diberikan kepada pasien
diagnosis, pengobatan

LS
¥ “VF'{J\:\

rehabilitasi medik dariae

fumah sakit atag pem
bahan. e v

J.asa Umum adalah .] :
dlbeﬁkan Oleh Pemeﬁn N
dlnlkﬂ’lati oleh orang?.

ke Seh at an
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Dihapus.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan
pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah
pungutan daerah sebagai pembayarm’; ‘&E&s jazm
pengujian kendaraan w ; y
diselenggarakan oleh Pemerint

Retribusi Pemeriksaan M’ﬁ‘ !
adalah pungutan dae

atas jasa pemeriksaan
yang dlselenggaralcan
Retribusi Penyediaa:
Kakus adalah J
pembayaran atas :
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2. Ketentuan Pasal 3 huruf ¢ dihapus, sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut : |

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini adalah :

(1) Retribusi pelayanan

TR Moo oo

. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;

retribusi pelayan kesehatan,;

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
dihapus; |
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,;
retribusi pelayanan pasar; ;
retribusi pengujian kendaraan bermotor; ¥
retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;

dan
retribusi pelayanan tera/tera ulang.

sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai b e o

Pasa.l 8

puskesmas keliling, | skesm
kesehatan desa dan
dikenakan kepada
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bagian yang tidak terplsahkan dan Peraturai
Daerah ini.

4 Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga bgr'
benkut (RS {5

Pasal 49

Persampahan/ Kebersihén, Re
di Tepi jalan Umum, R

Pemeriksaan Alat Pfe‘; e
Penyediaan dan/atau P
Pelayanan Tera/Terp, - Ule
Retribusi Jasa Um A

5. Ketentuan Pasal 57
berbunyi sebagai b
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dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya.

6. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) diubah,

sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib
retribusi  dapat  mengajukan perm°honajj:z1j 3
pengembalian kepada Bupati melalui perangkat =

daerah yang berwenang.
(2) Bupati melalui perangkat daerah yang befw

dalam jangka waktu paling lama 6 (ena;n} b- b n,

sejak diterimanya permohonan P

dimaksud pada ayat (1) harus
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaiman:
pada ayat (2) telah dilampaui dan B
memberikan suatu keputusan,
pengembalian kelebihan per
dianggap dikabulkan (_'
diterbitkan dalam ja.h rka
(satu) bulan.

(4) Apabila wajib rctrtﬁ’
sebagaimana dime

dlperhltungka.n
utang re
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran rggﬁbugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku
dalam Jangka waktu paling 1m 3 [

(6) Jika ‘
retnbu31 dllakukan a&helﬁi: ]a

(dua persen) ebula
pembayaran keleblhan

Ketentuan lebihl_,:,-‘
pengembalian kele
diatur dengan j_‘.‘

(1) Perangkat f_
pemungutan 1

Pemberian -
ayat (1) ditet
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Agar setiap orang mengetahuim.
pengundangan  Peraturan  Daerah
penempatannya dalam Lembaran Dz
Belu.

Diundangkan di Atambua

pada tanggal 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABU
PETRUS BERE

Salinan sesuai d
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS |
KABUPATEN BELU NOMOR 9 T
RETRIBUSI M

- n. -4
I. UMUM K
Retribusi M
yang dlsedlakan
serta dapat ¢ ”il;,. '
Bahwa der
kewenangan orgar
pemungutan retr
penambahan
Puskesmas,
Pembantu, Pos
desa, perl .;
Peraturan
2011 _. 12
retribusi e
pelayan
keje




1I. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal II i

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN
NOMOR 131.
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LAMPIRAN
WOMOR

1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
A .7 TAHUN 2018
TANGGAL : 4 OKTOBER 2018

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

' LILING, PUSKESMAS
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS KE 4
PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA DAN PONDOK BERSALIN DESA
’ JASA
PELAYANAN | BAHAN DAN ALAT (Rp) JUMLAH (Rp)
(Rp)
> [rees g 4 6
s 6000 4000 10000
B S et 5.000 5000
e 2,000 5.000
WA NS 2,000 5,000
A v 4,000 10,000
Er— 1 [ 6,000 15,000
: T—— 6,000 15,000
: 6,000 15,000
e 4,000 10,000
s 8,000 20,000
At 4,000 10,000
" s S, 20,000 50,000
P N 6,000] 15,000
- 6,000 15,000
i 6,000 15,000
- g 6,000 15,000

A
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JASA
NO [ NAMA PELAYANAN PELAY
ANAN | BAHAN DAN ALAT JUMLAY
| 3 (Bp) e e
| B. Jtindakan medik dan keperawatan : ! .. [
1. operasi kecil :
a. luka tanpa jahitan: 3,000
b. luka dengan jahitan 1 s/d 3. 3500 2,000 5,000
c. luka dengan jahitan 3 s/d 5; 4.500 §'°°° 2000
d._lika dengan jahitan 6 s/d 10; 6.000 o 7,500
e. tika dengan jahitan > 10; (i — o0 e
f~ s — N 2
khitanan (m&rc_g_n;_mg. , 12,_@0 12,000} 3
kutil; , ,000 4,000} 10
h. tindik daun
ﬂehm 00C 4,000] 10,000}
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